SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 104
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) beserta Dampaknya, serta penyesuaian
kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus,
Bantuan Operasional Sekolah, dan kegiatan mendesak
lainnya, perlu melakukan perubahan penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor
104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 104
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



10.

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor
42 Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Nomor 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);



Menetapkan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 104 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 104
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp1.948.302.052.000,00 (satu
trilyun sembilan ratus empat puluh delapan milyar tiga
ratus dua juta lima puluh dua ribu rupiah), yang
bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b  direncanakan  sebesar
Rp1.584.908.974.000,00 (satu trilyun lima ratus
delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan
juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. pendapatan transfer antar daerah;



(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.457.899.198.000,00 (satu
trilyun empat ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.009.776.000,00 (seratus dua
puluh tujuh milyar sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah).

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp2.027.788.161.293.000,00 (dua trilyun dua puluh tujuh milyar tujuh
ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus
sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.400.329.242.511,00 (satu trilyun
empat ratus milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus
empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.903.617.829.461,00 (sembilan ratus tiga
milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh sembilan
ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.434.650.178.450,00 (empat ratus tiga puluh
empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh delapan
ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp44.485.354.600,00 (empat puluh empat
milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh
empat ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp17.575.880.000,00 (tujuh belas milyar lima
ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
b direncanakan sebesar Rp208.171.250.782,00 (dua ratus delapan
milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh
ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal gedung dan bangunan;
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
belanja modal aset tetap lainnya; dan
belanja modal aset lainnya.

me R0 TP

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.529.950.000,00 (dua milyar lima ratus dua
puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.581.879.250,00 (empat puluh
tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh
puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.004.758.051,00 (delapan
puluh enam milyar empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
lima puluh satu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.189.326.241,00
(enam puluh tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga
ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp4.864.337.240,00 (empat milyar
delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu
dua ratus empat puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp.32.630.844.000,00 (tiga puluh dua
milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu
rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp79.486.109.293,00 (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan
puluh enam juta seratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.



8. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

11 huruf a direncanakan sebesar Rp91.553.535.293,00 (sembilan
puluh satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh
lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas sisa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp91.553.535.293,00 (sembilan puluh satu milyar lima ratus lima
puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan
puluh tiga rupiah).

Ketentuan dalam Lampiran [ dan Lampiran II diubah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Mei 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 40



